BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Manusia dan hukum merupakan entitas yang tidak bisa dipisahkan.
Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya memerlukan

bantuan manusia lain. _Se a—.dalam memenuhi kebutuhan hidupnya

“ubi societas
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pembangunan membawa g positif sekaligus negatif. Salah satu

pengaruh negatif ini dalam bidang hukum, yakni dengan meningkatnya angka

!, Ubi Societas Ibi Ius, Lihat dalam E. Utrecht, 1983, Pengantar Dalam Hukum Indonesia,
Jakarta: PT. Ichtiar Baru, hlm.1.

2 Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yang disampaikan oleh Gustav Radbruch, yakni
keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. The Huijber, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah.
Sebagaimana dikutip dalam Shinta Agustina, 2014, Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam
Pengakan Hukum Pidana, Depok: Themis Books, hlm.25.



kejahatan dan semakin berkembangnya jenis-jenis kejahatan baru dengan
modus operandi yang semakin canggih. Kejahatan yang begitu berkembang
di Indonesia saat ini, salah satunya adalah tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi dapat dijelaskan sebagai suatu perbuatan curang
yaitu dengan menyelewengkan atau menggelapkan keuangan negara yang

dimaksudkan untuk memperkaya-.diri_seseorang yang dapat merugikan

ecara rahasia,
. Kewajiban
emikian, korupsi
dapat dilakukan
|

rka 3 Undang-
ndak Pidana
j ..'psi sebagaimana diubah d nde ] : ) Tahun 2001

1 1999 tentang

Korupsi),

o : ekayaan yang
-".‘.;"d'h- aupun bukan badan

b. Pegawai negeri yang meliputi:

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

tentang kepegawaian;

3 Aziz Syamsuddin, 2014, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.



2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana;

3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau
daerah;

4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang

ngan negara atau daerah; dan

r-korporasi lain

litas daI | negara atau
masyarakat; dan

c. Setiap ora termasuk korporasi.

Selanjutnyz ir; INSU ak pi Korupsi, maka

dak terlepas da ur-un; S j' Pasal 3 UU

ayat (1)1

Lorupsi. Sebagaimana yang dije as

kum melakukan perbuatan
send orporasi yang dapat

angan ggara, dipidana

A
ng: i un ira paling singkat

00,00 (dua ratus juta )dan paling banyak
(i milya | g

“Setiap orang yang secara n

endiri a

_ enguntungkan diri sendiri atau
. o ;

orang lain atau suata“korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”



Jika diperhatikan unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 2 dan Pasal 3
UU Korupsi maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara melawan hukum;

2. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi; dan

sidana korupsi

s| dalam wusaha

menjadi suatu fenomen ernsal Tindak pidana korupsi tidak hanya
merugikan keuangan negara tetapi juga bentuk pelanggaran terhadap hak-hak
sosial, dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga dikategorikan sebagai
“extraordinary crime” atau ‘“kejahatan luar biasa”, sehingga terjadi

perubahan paradigma dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang



semula beorientasi kepada penjatuhan pidana dan efek jera sekarang
berorientasi kepada pengembalian dan pemulihan kerugian keuangan negara.
Pengembalian kerugian keuangan negara adalah suatu bentuk usaha
yang dilakukan dengan tujuan memulihkan kembali perekonomian negara
yang diakibatkan oleh tindak pidana, akan tetapi berada didalam lingkup UU

Korupsi yang tidak lan memberikan peluang bagi terpidana

sengganti atau

lah ditentukan

Klitab Undang-
1h pembayaran
yang diperoleh

pada pokoknya

lagi dengan

Pidana Tambahan Uang Penggantl dalam Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya
disebut Perma Uang Pengganti). Perma Uang Pengganti yang diterbitkan oleh
Mahkamah Agung tersebut mengatur terkait dengan parameter perhitungan

besaran uang pengganti, persinggungan antara pidana

4 Yayan Indriani, 2018, Pengembalian Ganti RugiKeuangan Negara Pada Perkara Tindak
Pidana Korupsi, Jurnal Cepalo, hlm. 122.



tambahan perampasan barang dengan uang pengganti, prosedur eksekusi
uang pengganti, penyitaan, pelelangan dan pelaksanaan penjara pengganti.’
Terkait dengan parameter penentuan besaran pembayaran uang
pengganti terdapat perbedaan pandangan dari berbagai pihak. Perbedaan
pandangan tersebut berkaitan dengan dasar pengenaan pidana uang pengganti

yang dikenakan kepad akwa.korupsi. Ada pandangan yang menjelaskan

mengenai pemulihan aset (et recovery).” Undang-Undang tersebut

menjelaskan bagaimana pengembalian aset merupakan prinsip mendasar

3 Ibid.
¢ Naskah Akademik Undang-Undang Perampasan Aset.
7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention

Againts Corruption.



yang wajib diupayakan oleh setiap negara demi mewujudkan keadilan dan
kemakmuran.

Perampasan aset atau pengembalian aset menurut Brenda Grantland
merupakan suatu upaya paksa untuk merampas aset berdasarkan putusan

pengadilan yang dilakukan dengan otoritas pemerintah untuk merampas aset

a tidak punya
1dak sah;

pidana memberi

dak pidana; dan
afena’ aset tersebut

i, kepentingan

sekadar follow the suspect enjd follow the money atau follow the assets.
Bukan hanya sekadar mempidanakan pelaku korupsi melainkan berupaya

semaksimal mungkin untuk merampas dan mengembalikan aset yang berasal

8 Astuti Nur Fadhilah,dkk, 2023, Pengembalian Aset Pada Tindak Pidana Korupsi di Maluku
Melalui Uang Pengganti, Jurnal Litigasi Vol. 24 No. 2, hlm. 266.
° Purwaning Yanuar, 2015, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Bandung: Alumni, hlm. 101.



dari tindak pidana korupsi sehingga dapat memulihkan kerugian keuangan
negara.'’
Perampasan aset hasil tindak pidana bukan suatu hal yang baru dalam

hukum Indonesia, telah terdapat beberapa aturan mengenai kemungkinan

melakukan penyitaan dan perampasan aset yang digunakan dalam tindak

pidana sebagaimana ihat dalam ketentuan Kitab Undang-

s lﬂNWﬁRmAAS Mhﬁﬁﬁt da Pasal 10

.. uf b, selain itu juga tercantum dalam Pasal at (1) ang-Undang
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Kejaksaan Republik alah satu |Institusi aparat
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D . akim dalam

entral dalam

alah leading

sec Y pasan/asset! UDaldmipra ulit bagi aparat
N
penega . il tindak pidana yang

telah dikuasai oleh pelaku tindak pidana. Kesulitan yang ditemui dalam upaya

perampasan aset hasil tindak pidana sangat banyak, seperti kurangnya

19 Nani Mulyati & Aria Zurneti, 2022, "Asset Recovery as a fundamental Principal in Law
Enforcement Of Corruption by Corporation”, Andalas International Jurnal of Socio-Humanities,
hlm. 59.

" Yohanes, Y., Danil, E., & Mulyati, N., 2023, Peran Kejaksaan dalam Perampasan Aset
dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi dalam Pelaksanaannya.
UNES Law Review, Vol.6, No.1, hlm. 3822.



instrumen dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana, belum adanya
kerjasama internasional yang memadai, dan kurangnya pemahaman terhadap
mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana oleh aparat penegak hukum,
serta lamanya waktu yang dibutuhkan sampai dengan aset hasil tindak pidana
dapat disita oleh negara, yaitu setelah mendapatkan putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap,!2

; 023 Presiden

Jokowi mentigaskan Menteri Koordinator Bi Hukum dan

Keamanan (Menko Polhuk kum dan Hak /Asasi Manusia,

-~ e

Ja Indonesia untuk

sa Agung, serta

membahas RUU garis besar, RUU
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penyitaan berbagai aset y pidana. Negara

, maupun harta

idana/kejahatan.

2( 0, kemudian

tersebut masuk Prolegnas 2020, tetapl tidak disetujui oleh DPR RI. Kemudian
Pada tahun 2023 pemerintah dan DPR RI sepakat RUU Perampasan Aset

masuk Prolegnas 2023. RUU Perampasan Aset diharapkan

12 Latifah, Marfuatul, 2015, Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil
Tindak Pidana di Indonesia, Jurnal Negara ukum, Vol.6, No.1, hlm. 18.

13 Mainake, Yosephus, 2023, Urgensi Pembahasan RUU Tentang Pembahasan Aset, Jurnal
Info Singkat, Vol. XV, No. 9, him.17.



menjadi sarana penting bagi aparat penegak hukum dalam memberantas
tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya serta menjadi instrumen
penting dalam hal penyitaan aset yang diperoleh dari hasil tindak kejahatan
maupun dalam hal pengembalian aset yang telah dirampas oleh para pelaku
kejahatan.

Jaksa dalam melaksanakan-penyitaan aset melakukan eksekusi pidana

: i Pidana yang
lana Pencucian
:' n aset dalam
gn enyebabkan

uang yang

1 menjelaskan

set, mulai dari

—
T

oy L

berwenang melakukan pela aset. Tahap penyelamatan aset dapat
dilakukan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi.
Dalam hal sita eksekusi maka tidak diperlukan penetapan/izin penyitaan dari
pengadilan karena termasuk bentuk pelaksanaan putusan dan wajib dibuatkan

berita acara penyitaan harta benda
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milik Terpidana. Berdasarkan BAB VI Bagian Kedua angka 7 menjelaskan
bahwa:

“Aset yang dapat disita eksekusi dari perusahaan antara lain berupa:
benda bergerak dan tidak bergerak melingkupi pula harta kekayaan/aset
tetap, harta kekayaan/ aset tidak berwujud, harta kekayaan/aset tetap,
harta kekayaan/ aset tidak berwujud, harta kekayaan/aset pajak
tangguhan, dan/atau harta kekayaan/ aset jenis lain.”

idana Korupsi

13/Pid.Sus-

Penuntut Umum pada perkara atas nama Terdakwa Ali Munar dalam
perkara Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan pembangunan gedung RSUD
Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020 (multi
yvears) dalam Surat Tuntutannya menyatakan terdakwa telah melanggar

ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1
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KUHP. Berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan
Sumatra Barat Nomor PE.03.03/ SR-450/PW03/5/2022 tanggal 17 November
2022 ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 16.239.364.605,49 (enam belas

miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu

enam ratus lima rupiah ilan sen).

——Dal MIJE%MMEA? id.Sus/2024
tqll xoal 2 ebruari 2024 atas nama Terda Ali nar. Hakim
1 : njatuhkan pidana tamb ar uang pengganti sebesar Rp.

Pﬁl 870.000.000,00 juh pu : juta rupiah)

:: 5mpensasika N g .000,00 (tiga milliar

apan ratus ju piah nuntutl Umum dari

dakwa, sehingga sisa u arus di r Terdakwa

sar Rp. 1.070.0__().()_.0(2(?‘,:_(_)‘9}(8 r tujuh puluh jutalrupiah) dengan

.lamwaktul

g harta benda

1 harta benda

ya T tuk fnélinasi vafig Pehgga i dengan pidana
penjaraHT MHG&

Sementara itu, berdasarkan Putusan Pengadilan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor 13/Pid.Sus-
TPK/2024/PN.Pdg tanggal 30 Agustus 2024, Terdakwa Syaifuzil selaku

Bendahara Nagari Katiagan dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah

14 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1162 K/Pid.Sus/2024 tanggal 28 Februari 2024 atas
nama Terdakwa Ali Munar.
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dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama
dengan Sudimar Bin Sidi Baditek Alias Buyung Ganto selaku Wali Nagari
Katiagan dalam perkara penyalahgunaan Alokasi Dana Nagari Katiagan,
Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, untuk Tahun Anggaran 2013
dan 2014."> Dalam surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum,

perbuatan Terdakwa Sya elah memenuhi unsur-unsur tindak

:,L 1li Kabupaten

b
)0/157/Inspekt-

asaman Barat Ta

1 tanggal 11 F aka I i 't Inspektorat

: upaten Pasa

288.908.773,00,- (dua ratu

lapan ribu tujuh ratus tujuh pul
i AL My

i |

15.000.000,00 (lima belas juta

P‘P )

delapan juta

D iah).

L sebesar  Rp.

embilan ratus

ganti sebesar Rp.

iah), paling lama dalam waktu 1 (satu)

bulan setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap, jika tidak

membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk

!5 Putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A

Padang Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pdg tanggal 30 Agustus 2024 atas nama Terdakwa

Syaifuzil.
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menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak
memiliki harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara
selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan fakta persidangan ditemukan bahwa saksi Sudimar Bin
Sidi Baditek Alias Buyung Ganto telah menyetorkan pengembalian atas

kerugian keuangan negara-.ke..rekening kas Nagari Katiagan sebesar

ah) sehingga
anti sebesar
';' mar Bin Sidi
an berupa uang

a/delapan ratus

saan berupaya
gan merujuk

husus Nomor 1

pidana pembayaran uang pegn.

Didasarkan pada fakta persidangan bahwa Terpidana Ali Munar selaku
pemenang tender pembangunan RSUD Pasaman Barat menerima
Commitment Fee sebesar Rp. 4.870.000.000,00 (empat miliar delapan ratus

tujuh puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Ali Amril selaku Direktur PT

14



MAM Energindo. Oleh sebab itu hakim menjatuhi putusan terhadap Ali
Munar pidana pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 4.870.000.000,00
(empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah). Namun, karena
sebelumnya telah dilakukan penyitaan terhadap uang sebesar Rp.
3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) oleh Penuntut Umum,
jumlah tersebut dikompensasikan-sehingga sisa uang pengganti yang harus

picif SVERSLTAS AN b7 s i s

rupiah):

Terpidana kemudian memenuhi kewajibannya dengan melunasi

sa uang pengganti terseb anggal 25 Maret 2024, Kejaksaan

& allt-*
1l "‘i“ "5‘ negara

N: geri Pasaman Ba sebagai bagian

orupsi.

5 -
pemulihan ki i.-"' '?11.‘1‘? pidana

Sementara itu, dalam T 1 Syaifuzil, meskipun

S M R = i

jumlah uang pengganti yang ¢ jatuhkan da putusan pengadilan lebih
11

e

unar, terpidana tidak melakukan

endah dibandingkan dengan perkare

o

PR = |

i \ooanti etidakmampuan
Woerahecs / I
"r-'n.'-‘f-‘..ﬂ_w' ,‘!"* |

konomi _ rang optimalnya

o)

Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor: 22/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg tanggal 18 November 2024 atas nama Helju Sepli Tuhari
selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta
Gemilang dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana korupsi terkait Penyimpangan dalam Pengelolaan dan Penggunaan

15



Dana Anggaran Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada PDAM
Tirta Gemilang Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 dan 2021
sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 18 UU Korupsi.
Pengadilan memutus bahwa Terdakwa Helju Sepli Tuhari di jatuhi pidana
pidana penjara selama 1 (satu ) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa

penahanan dan denda 00.000,- (lima puluh juta rupiah)

o NMERSIAS ANDALAS s o
i M kurungan selama 3 (tiga

pidana tambahan berupa pengganti te a Helju Sepli

menjatuhkan

ua juta delapan

[erdakwa tidak

1 (satu) bulan

]
n hukum tetap,

k menutupi

ai harta benda

2016 dan tahun 2021 pada Perusahaan Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta

Gemilang Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan laporan hasil audit dalam

16 Pra penelitian dalam dokumen Putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg tanggal 18 November
2024 atas nama Helju Sepli Tuhari.
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rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas Inspektorat Pemerintah
Kabupaten Pasaman Barat No.700.1.2.1/490/Inspekt-2024 tanggal 22 Mei
2024 yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.
292.875.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh

lima ribu rupiah). Namun, mengingat Terdakwa Helju Sepli Tuhari telah

yang pada akhirnya menja prsoalan penting dalam praktik pelaksanaan

eksekusi oleh jaksa, meskipun uang pengganti telah dibayar lunas,
menimbulkan problem yuridis terkait status barang bukti yang semula

diperhitungkan sebagai pembayaran pidana tambahan uang pengganti.
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Dalam konteks ini, Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Khusus Nomor 1 Tahun 2023 Bagian Kelima angka 1 memberikan pedoman
yang cukup tegas, yaitu:

"Terhadap barang bukti yang diputus dirampas untuk negara dan
diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara, jaksa
eksekutor agar segera memproses pelelangan sebelum terpidana selesai
menjalani pidana pokok Keterlambatan melakukan pelelangan hingga

terpidana selesal m a sub51da1r uang pengganti, menjadi
alasa ‘Iﬂggns IJ ,d:iﬂ z arang rampasan tersebut

-sidaar—uajg pengganti.
pidana—subsidair uang
| peng d1bukt1kan dengan surat rangan |/dari lembaga

pemasyarakatan dan barang bukti yang dirampas @ diperhitungkan
sebagai uang pengganti belum dilelang, agar jaksa eksekutor
mengeluarkan dari catatan piutang uang pengganti dan mengembalikan
barang rampasan tersebut kepada terpidana."

Selain itu, dalam angka 2 petunjuk teknis yang sama ditegaskan:

"Dalam hal pengembalian barang rampasan negara yang diakibatkan
tidak tuntasnya penyelesaian barang rampasan tersebut hingga
terpidana selesai menjalani pidana subsidair uang Eanganti, maka
kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab mutlak pimpinan satuan
kerja bersangkutan."

T [ i
tetapl juga- 1

akuntabilitas pimpinan satuan kerja kejaksaan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan
menelusuri bagaimana eksekusi pidana pembayaran uang pengganti sebagai
instrumen pemulihan keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

Efektivitas eksekusi ini seharusnya tidak hanya berfokus pada pemenuhan

18



aspek pertanggungjawaban hukum bagi pelaku, tetapi juga harus mampu
memberikan manfaat yang lebih luas bagi negara dan masyarakat melalui
optimalisasi pengembalian aset yang diperoleh dari tindak pidana. Hal ini
berkaitan dengan tujuan utama penegakan hukum, yaitu menciptakan

keseimbangan antara kepastian hukum dan manfaat nyata bagi pihak yang

ran-uang pengganti
3 itefap l 1 secara efektif
hukum yang

ihan keuangan

nisme eksekusi
a berdasarkan

penulisan dan

SI PIDANA

A TINDAK

paikan di atas, maka

engan mengajukan pertanyaan sebagai

dapat dirumuskan permasha

berikut:
1. Bagaimanakah eksekusi pidana pembayaran uang pengganti dalam
perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri

Pasaman Barat?
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2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Pasaman
Barat dalam eksekusi pidana pembayaran uang pengganti pada
perkara tindak pidana korupsi?

3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Pasaman

Barat agar pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak

g pengganti

Kejaksaan

perkara tindak pidaa opsi.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian tentang Eksekusi Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam

Perkara Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri
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Pasaman Barat diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan
praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:
1. Secara teoritis
a. dapat membuka cakrawala berfikir sekaligus sebagai sarana
dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum

pidana mengena kusi_pidana pembayaran uang pengganti

lalam upaya
hukum yang

ng pengganti

sumbangsih

bleh penegak
cksekusi pidana
dak pidana korupsi.
c. Penelitian ini dpat idikan sebagai suatu sumber informasi
bagi mahasiswa, peneliti hukum dan penegak hukum dalam
pengembangan penelitian dan tugas-tugas hukum yang berkaitan
dengan eksekusi pidana pembayaran uang pengganti dalam

perkara tindak pidana korupsi.
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E. Kerangka Teoritis dan Konseptual
1. Kerangka Teoritis
a. Teori Kemanfaatan Hukum
Berbicara tentang tujuan hukum tidak dapat dilepaskan dari
pembicaraan mengenai filsafat hukum dan teori hukum. Meski banyak

pihak yang berpenda hwa.masalah tujuan hukum adalah kajian

sependapat,

dut pandang.

an hukum

aitu keadilan,

norma atau

mungkin merupakan resultante dari ketiga komponen tersebut.!” Namun

dalam praktek penegakan hukum seringkali ketiga tujuan hukum tersebut

17 Shinta Agustina, 2014, Op. Cit., hlm. 25.

18 Ibid.

19 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, Pokok-Pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana
filsafat hukum indonesia), Jakarta: Gramedia, hlm. 155.
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sulit untuk di capai. Bahkan seringkali terjadi sebaliknya, adakalanya salah
satu tujuan hukum tersebut tidak dapat diakomodir.

Dalam lintasan sejarah filsafat hukum, kemanfaatan menjadi salah
satu tujuan hukum yang banyak dibahas oleh para ahli filsafat hukum yang
dikenal sebagai penganut paham/aliran utilitarianisme. Utilitarianisme

atau utilisme adalah alira g.meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan

pat dirasakan
gkin tercapai
bahagian itu
kat (bangsa)

e people).?

mengilhami diriya ketika dia pertama kalinya membaca karya

Hume, dan dari Hume dia belajar tentang asas manfaat.>* Bentham

2Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, Op. Cit, hlm. 112.

2 Ibid.

2 Ibid.

3 Ibid.

24 Carl Joachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum: Perspektif Historis, Bandung: Nuansa dan
Nusa Media, him.118.
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berpendapat bahwa alam memberikan kebahagian dan kesusahan.
Manusia sebagai bagian dari alam selalu berusaha memperbanyak
kebahagiaan dan mengurangi kesusahannya. Lebih jauh menurut
Bentham, kebaikan adalah kebahagiaan, dan kejahatan adalah
kesusahan. Tugas hukum adalah untuk memelihara kebaikan dan

mencegah kejahatan—atau_secara tegas Bentham mengatakan

perhatiannya
agar hukum
kebahagiaan
1 masyarakat
ingkal bahwa
gga individu

perlu dibatasi

dilakukannya pnyragan—penyerangan tertentu. Pemidanaan
hanya bisa diterima apabila dia memberikan harapan bagi

tercegahnya kejahatan yang lebih besar. Ajaran seperti ini

25 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, Op. Cit, him. 118.
26 Ibid.
27 Ibid.
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menurut Darji Darmodiharjo dan Shidarta didasarkan atas
hedonistic utilitarianism.?
2) John Stuart Mill (1806-1873)
Pemikiran Mil banyak dipengaruhi oleh pertimbangan
psikologis, yang pada awalnya dikembangkan oleh ayahnya

sendiri, James.Mill..Dia_menyatakan bahwa tujuan manusia

ha memperoleh
an nafsunya.
ankah benda

yang dapat

tilitarianism
Darmodiharjo
Mill dalam
n, kegunaan,

enurut Mill

dam kepada tiap
.:'n;'é_: Ean keinginan yang

demikian dapat dipebaki melalui perasaan sosialnya. *

3) Rudolf Von Jhering (1818-1892)

28 Ibid., him. 119.
2Ibid.
39 Ibid., hlm. 120.
31 Ibid.
32 Ibid.
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Pada awalnya Jhering menganut mazhab hukum historis
yang dikembangkan oleh Von Savigny dan Puchta, namun
kemudian dia membebaskan dirinya dengan membantah pendapat
Von Savigny.?? Teori Jhering merupakan gabungan antara teori
Bentham, Stuart Mill, dan Positivisme Hukum dari John Austin.?*

juan hukum adalah untuk melindungi

dilukiskan
penderitaan,
tujuan sosial

ang dengan
entukan dari

yang bersifat

berdasarkan

menjelaskan

g mahir bukan lagi
v"i‘.-”{d'?_- E ukum, melainkan

130.

33 Theo Huijebers, 1982, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta: Kansius, hlm.
3% Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, Op. Cit, him. 121.

35 Ibid., hlm. 122.
3¢ Theo Huijebers, 1982, hlm. 133.
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sarjana hukum yang tahu dan mengerti akan kepentingan
masyarakat.®’
b. Teori Penegakan Hukum
Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan
menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi

hukum guna menjamin erhadap ketentuan yang ditetapkan

an pergaulan
cum mungkin
| yang netral,

faktor-faktor

1 berkaitan dengan
- '!; ﬁ A
kur da ektivitas penegakan

hukum. Faktor-faktor terebu adalah:%

a. Hukum (undang-undang).

3Ibid.
38 Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru, hlm. 24.
39 Soerjono Soekanto, 1983 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta:

Raja Grafindo Persada, him. 5.
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b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum.

c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang

didasarkan pada

osi hukum tidak
aga stabilitas
baharuan atau

sbutkan oleh

pidana yang

rmulasi, tahap

pidana in

kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan
situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian
merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan

pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang

40 Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2014, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.
Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 173.
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paling baik, dalam arti memenubhi syarat keadilan dan daya guna.
Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan
hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari
kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.

Dalam tahap-ini-aparat penegak hukum menegakkan serta

artis memegang

dua ini dapat

dan nilai—nila adi art daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat
sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja
direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cita hukum bangsa

dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang
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terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil
dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila.*!

C. Teori Organ
Teori organ dikemukakan oleh Otto von Gierke (1841-1921),

ika diterapkannya teori fiksi. Menurut

(fiksi) tetapi
ukum dapat
an kemauan
dan anggota-
oleh organ
iri, sehingga
oan manusia.
atu “verban
adan hukum
disimpulkan

adalah badan

41 Roeslan Saleh, 1996, Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional. Jakarta:
Karya Dunia Pikir, hlm.15.

a2 Arifin, »Teori-Teori Badan Hukum”, diakses dari
https://matasrinstitute.wordpress.com/2016/06/21/teori-teori-badan-hukum/ pada tanggal 26 April
2025 Pukul 09:55.
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D. Teori Birokrasi
Istilah birokrasi berasal dari bahasa Perancis “bureau” yang
berarti meja dan pemerintahan yang di maknakan dijalankan dari kios
yang disebut pemerintahan birokrasi. Kata tersebut menunjukkan
sistem administrasi tertentu. Secara faktual, birokrasi dikaitkan dengan

aturan pemerintaha n.birokrat pemerintahan. Dalam bentuk

di tangan para

K administrasi

vVienurut Rouke
! ~dalam sistem

eh orang- orang

T, : i g dari Jerman
. : X o8- ori rasional. a
-:-".‘. ideal sebab

merumuskan sesu yabsak menjadi suatu bentuk ideal dari
organisasi yang seharusnya dijalankan secara profesional dan rasional.
Rasionalitas merupakan konsep dasar yang digunakan Weber

dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Pembedaan

pokok yang diberikan adalah antara tindakan rasional dan yang
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nonrasional. Dengan kata lain tindakan rasional berhubungan dengan
pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Di
dalam kategori utama mengenai rasional dan nonrasional itu, ada dua
bagian yang berbeda satu sama lain.

Terdapat 5 (lima) prinsip utama dari teori birokrasi, antara lain :*

maka perlu

ng dimaksud

penetapan

b. Pidana
Menurut Van Hamel Pidana adalah suatu penderitaan yang

bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang

43 Tarmin Akter, Rafinul Islam, 2021, American Journal of Humanities and Social Sciences
Research (AJHSSR), Vol 5, Issue 1.
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untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab
dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-
mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum
yang harus ditegakkan oleh negara. Menurut Simons Pidana adalah
suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan

dengan pelanggaran techs atu norma, yang dengan suatu putusan

bahan yang
upsi.** Pidana

digunakan

e

d oertian dalam
iy , mahkan istilah

- am ilmu hukum

pidana di Indone ikeaug beberapa istilah lain yang dipakai
dalam buku-buku maupun Undang-undang yang pengertiannya sama

dengan Strafbaarfeit. Pengertian tentang tindak pidana, dalam arti

“keseluruhan syarat untuk adanya pidana”, pandangan itu memberikan

4 Maroni, 2015, dalam Monograf Hukum Pidana “Hukum Dan Penegakkan Hukum”,
Justice Publisher, him. 17
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manfaat untuk menyatakan apakah suatu perbuatan itu merupakan
tindak pidana atau bukan, haruslah dilihat pada ketentuan hukum pidana
yang ada dan berlaku. Menurut Moeljatno “Strafbaarfeit atau perbuatan
pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,

da itu diingat

keadaan atau

kata “corruption” yng . dpat diarikan sebagai “decay” (lapuk),
“impurity” (tidak murni). Sedangkan kata “corrupt” dijelaskan sebagai

“to become rotten or putrid’ (menjadi busuk, lapuk, atau buruk), juga

4 Moeljatno, 2000, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54.
46 Sudarto, 1990, Hukum Pidana 1, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, hlm. 43.
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“to inside decay in something originally clean and sound”
(memasukkan sesuatu yang busuk, atau yang lapuk kedalam sesuatu
yang semula bersih dan bagus).’

Terkait dengan definisi tindak pidana korupsi, UU Korupsi tidak

memberikan definisi baku yang dapat dipedomani. Dalam berbagai

psi. Seperti
menjelaskan
adalah “suatu
egara. atau
kepentingan
psi (konsep,

*tindak pidana, dan pemberantasanny askan bahwa

dan norma-norma sosial lainnya”.

47 Elwi Danil, 2012, Korupsi (Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasaanya), Jakarta:
PT.Raja Grafindo Persada, hlm 2.

48 Aziz Syamsudin, Ibid.

4 Elwi Danil, 2011, Op.Cit., hlm 70.
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Keaslian Penelitian

Sampai dengan saat tulisan ini dibuat, tidak ditemukan satu penelitian
pun khususnya penelitian setingkat Tesis, yang meneliti secara spesifik
mengenai judul penelitian ini, yaitu: “Eksekusi Pidana Pembayaran Uang

Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum

Kejaksaan Negeri Pasaman.B

o prVERSUAS ANDA AT T

nelalui mesi

offline, dan

e

pencarian Google, penelitian yang b erkaitan ¢ gan eksekusi

ana uang pengganti d idana korupsi u mnya hanya

bbb il ey

5 1 .
mbahas secara un 1psi atau hanya

rfokus pada ke ﬁ he : -:' alam tentang

*kusi pidana uang pengg = an Barat.

Menurut penulis, penelitian eunikan tersendiri karena

_' alam tindak

. -'gabungkan aspek teoritis n enai pidana tambaha ]
- F _?' : '..._ % k o

e

aktualitas kasus yang diguk

baai studi. Namun demikian, penulis
tetap menemukan beberapa karya ilmiah dengan tema yang serupa, meskipun
dengan lingkup dan fokus kajian yang berbeda, yaitu:

1. Tesis oleh Gita Arja Pratama dengan nomor pokok Mahasiswa

2122011026, pada Program Magister Ilmu Hukum, Program
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Pascasarjana Universitas Lampung, dengan judul “Analisis
Pelaksaan Penyitaan Dan Eksekusi Aset Terpidana Korupsi Dalam
Rangka Pemulihan Keuangan Negara” pembahasan yang dibahas
adalah:

a. Pelaksanaan Penyitaan Dan Eksekusi Aset Terpidana Korupsi

oka Pemulihan

Mahasiswa
m, Program
ang, dengan
ti  Dengan
kara Tindak

geri Wajo)”

elalui Upaya

berbeda dengan
yang diteliti dalam penelitin smnya. Meskipun kedua karya tersebut
memiliki keterkaitan substansi dengan penelitian ini, perbedaan terletak pada
objek kajian, pendekatan yang digunakan, serta ruang lingkup wilayah hukum
yang dianalisis, sehingga tesis ini tetap memiliki kontribusi ilmiah yang

otentik dan signifikan.
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G. Metode Penelitian
Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum sebagai proses
untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-
doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.’® Sedangkan
metode penelitian hukum pada hakekatnya, yaitu menguraikan tentang tata

cara bagaimana suatu penelitian itu harus dilakukan/dilaksanakan.>!

penelitian ini

an mengkaji

Penelitian ini bersifat desk tif yaitu suatu penelitian yang bertujuan

untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan

30 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia
Group, hlm. 60.

5! Bambang Waluyo, 1996, Penelitian Hukum Dalam Praktik, Jakarta: Sinar Grafika, him.17.

52 Amiruddin & Zainal Asikin, 2004 Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, hlm. 133.
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objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum.
Sifat penelitian deskriptif ini oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya
Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut:*3

“Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk
memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau
gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek
masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku

bh)

af sl 65| TAS ANDA| A5

penulisan ini sumber data yang diguna

apatkan dari
, iri dari:
1€mpunyai kekuatan
mengikat terdiri ri
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

33 Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm.10.
4 Sumadi Suryabrata, 1983, Metodologi Penelitian, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 85.
35 Ibid.
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¢) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana;

d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor.20 001 tentang perubahan atas Undang-

atasan Tindak

Penanganan
enyebabkan
a Pencucian

".‘ih'l. 1g bersifat menunjang

bahan hukum primer yag diri dari buku-buku yang erat kaitannya

dengan penelitian.

3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan penunjang pemahaman.
Digunakan untuk memperjelas maksud maupun arti dari bahan yang

diperoleh baik undang-undang, ilmu pengetahuan maupun bahan
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yang didapat dari lapangan. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum,
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta bahan hukum lainnya
diambil dari website.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah sebagai berik

ng dilakukan

neroleh literatur-

g pengganti

data dengan

Negeri Pasaman Barat.

5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data
a. Pengolahan Data
Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing

yaitu merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data
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yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh
suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat
dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.
b. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya

dilakukan analisis data.yang.didapat dengan mengungkapkan kenyataan-

alitatif yaitu
1akan angka—
andangan pakar
n digunakan

hal-hal yang
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